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Abstrak

Pekerja rumah tangga {PRT) selama ‘ini tidak " dikategorlkan sebao"m: o

sebuah profesi, sehingga mereka tidak. dilindungi oleh undang-undang, -
Mengmgat sebagian besar PRT. adalah perempuan, maka dalam:
perspektlf feminis keberadaan Undang- -Undang tentang Perlindungan
Peker_]a Rumah Tangga {(UU PPRT) akan 'mehndungz ‘hak PRT-
perempuan: UU PPRT juga akan mengubah paradigma selama ini bahwa
pekerjaan. rumah tangga adalah pekerjaan perempuan yang tidak
produktlf dan tidak memiliki nilai ekonomis menjadi sebuah profem
yang patut dahargeu dan setara dengan pI'Ofﬁ‘Sl lainnya. Selain itu, posisi’
PRT perempuan yarng selama ini menjadi subordinat bagi majikan akan
bergeser menjadi posisi yang lebih simetris karena PRT dan majikan
terikat. dalam suatu hubungan kerja yang dijamin secara hukum. .

Kata kunci: perempuan, pekeria rumah tangga, perspektif feminis .

" Abstract

Domestic workers were not legally classified as a profession, so Manpower
Law does not protect them. Considering the majority of domestic workers
are wornen, the existence of Protection on Domestic workers Law will protect
their rights. In the feminism perspective, this law will change the view about
domestic workers as a profession. Until now, female domestic workers are
still discriminated because of their sex and the type activity they re working
on. Housework is considered as domestic area job, which implies as anon:
productwe work. By the power of this law, the position between employer
and female domestic workers will alzgn symmetrically because they are
bounded in a legal work relation.

Keywords: women, domestic workers, feminism perspective
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e Pendahuiuan PR

Rancangan ‘Undang-Undang tentang Perhndungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebenarnya telah menjadi
RUU usul'DPRsejak DPR periode 2004-2009, mengingat RUU.
ini {ercanttzm“f3de&am'*-Program'.':LegisIaSi Nasional {Prolegnas)
Tahun 2004-2009. Akan tetapi sampai akhir periode, RUU ini
tidak dibahas. oleh DPR: Pada DPR periode 2009-2014, RUU
PPRT kembali. masuk menjadi salah satu prlontas dalam.
.Prolegnas Tahun 2010. . : B

Mesk1pun telah dltetapkan sebag&u RUU prioritas, na.mun'
pembahasan RUU PPRT masm menemui kendala. ‘Komisi "IX
DPR  'sebagai komisi yang membidangi masalah
ketenagakerjaan dan bertang ggung jawab untuk membalias
RUU ‘PPRT, sampai saat ini belum dapat melanjutkan
pémbahasan RUU ini. Belum semua fraksi sepakat u_ntuk
kembali membahas RUU PPRT. Satu-satunya fraksi yang
konsisten untuk melanjutkan pembahasan adalah Fraksi PDI-
Perjuangan, sedangkan {raksi-fraksi lainnya belum dapat
menentukan sikap. Hal ini sangat disayangkan, mengingat
catatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)} Komisi 1X
dengan 4 LSM buruh dan Pekerja Rumah Tangga (PRT) pada
tanggal 3 Juni 2010 menyatakan bahwa Komisi [X menyetujui
untuk kembali membahas RUU PPRT dalam masa sidang tahun
2010

* Apabila di tingkat regulasi upaya perlindungan terhadap
PRT masih tersendat-sendat, maka hal sebaliknya terjadi di
tataran praktis. Upaya ini telah dimulai oleh para aktivis dan
L5M sejak tahun 1986, dengan melakukan pendampingan
terhadap PRT yang menghadapi masalah. Kegiatan tersebut
sermakin intensif dilakukan pada tahun 1987, melalui advokasi
kebijakan untuk PRT. Bahkan organisasi yang serius
melakukan pendampingan pada PRT akhirnya sepakat
membentuk jejaring yang disebut Jaringan Nasional
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT). Beberapa
lembaga yang tergabung dalam JALA PRT antara lain:
SPEKHAM, Institut Perempuan, Rifka Annisa. KPPD, ICM,




Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga . datam Perspektif Feminis

ATMA SP:Kinasih; Gema Perempuan; Perisai;-FOBML Komnasg: - -

Perempuan Kapal Perempuan ‘dan -LBH APIK.. anrmg ini: -

berskala nasmnal dan mempunyal anggota d1 berbaga}. wilayah; -

'antara Iam Palembang, Lampung, Pontianak,: Samarmda

.Bandung, Jakarta,. Yogyakarta Semarang, Solo, Magelang,__.' -

Malang, Surabaya Makasar -Madura,. Denpasa: dan Nusa'_'
. -Tenggara Barat.l. - o e : L
' Selam pengumpulan data emp1r13 JALA PR’I‘ Juaaij -

' "-_melakukan pengumpulan_ data sekunder dari media cian'j:'-"'-

o :melakukan 1dent1ﬁka31 keb13akan nass,onal dan: mternaszonal_;}'- o

yang dapat dajachkan sebagai: referensi dan dzsmerglkan sebagai -
data pendukung dalam penyusunan naskah akademis dan RUU -
PPRT. Terakhir pada tanggal 3 Juni 2010 JALA PRT melakukan -
unjuk rasa ke DPR bersama dengan beberapa LSM. 1&unnya
untuk meminta agar pembahasan RUU PPRT. dﬂan}utkan_.
kembah N ' Lo b
Jelas bahwa telah terjadl kontrad1k51 antara apa yang
tCI‘j adi di tingkat legislasi dengan praktik yang ada di lapangan.
Mengapa tuntutan untuk melanjutkan pembahasan RUU PPRT
dari aktivis-dan LSM sangat kuat disuarakan? Dan mengingat.
bahwa sebagian besar PRT. adalah perempuan, maka yvang
menjadi pertanyaan adalah bagaimana urgensi. undangs
undang tersebut dalaxn perspektif feminis? - :

B. Perlzndungan Peker_;a Rumah Tangga sebagm Isu

~Perempuan

Banyaknya pelanggaran terhadap hak PRT telah menjadi
salah satu faktor pendorong lahirnya kesadaran akan perlunya
sebuah aturan yang komprehensif tentang PRT yang dapat
melindungi hak mereka. Dapat dipahami mengapa inisiatif
untuk menyusun UU PPRT muncul di kalangan aktivis dan
LSM yang melakukan advokasi kepada perempuan, mengingat
sebagian besar PRT yang menghadapi masalah berjenis kelamin
perempuan. Sementara itu, jumlah PRT perempuan terus

' Ari Sunarijati: “Pemiskinan terhadap Buruh Perempuan,” Jurnal Perempuan No.

SO Mernyoal Burthy, Mengapd Merexa IieKspiouas, tovernner JUUY ) nmm. oy
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---meﬁingkat*da;ri tahun ke tahun. Pada tahun 2006 saja terdapat™

2,6 3‘uta orang yang menjach PRT, dan 90% d1antaranya adalah
PR’I‘ perempuan. 2 Saat ini jumlah perempuan yang menjadi’
' _P_R_T_ tentu telah melebihi angka tersebut. Apalagi krisis
ekonomi global yang berawal dari Amerika Serikat diperkirakan
telah meningkatkan jumlah penduduk ‘miskin yang saat in"'i" '-
: jumlahnya sekitar 1,2 miliar dari total 7 miliar penduduk_-
dunia.? Data PBB bahkan menumukkan bahwa 1/3 penduduk
duma hidup di’ bawah garis kem1skman da_n sekita; /O% cix' '
'antaranya adajah perempuan AR T St

Waiaupun secara kuan’utas jumlah perempuan yang
mengadz PRT cukup banyak dan dibutuhkan, namun
perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai.
Sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi
oleh PRT perempuan, mulai dari gaji yang tidak dibayar atau
dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam kerja di luar batas
kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik secara
fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.
Data penanganan kasus PRT oleh LBH APIK Jakarta
menunjukkan bahwa PRT sangat potensial mengalami
kekerasan fisik atau penyiksaan yang dilakukan oleh anggota
rumah tangga (terutama majikan dan anak majikan) tempat
PRT bekerja.®> Beberapa kasus yang dialami oleh PRT
perempuan antara lain penganiayaan, kecelakaan kerja,
perkosaan, hingga pembunuhan.

Data dann Rumpun Tjoet Njak Dien/RTND, LSM yang
memberikan pendampingan dan advokasi kepada PRT di

? ~Aida Milasari: “Penting Namun Terabaikan: Potret Pekerja Rumah Tangga (PRT)
di Indonesia,” dalam Jurrnal Perempuan No. 39: Pekerja Rumah Tangga, Januari
2005, hlm. 31. Lihat juga Gadis Arivia: Feminisme; Sebuah Kata Hati, Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2006, him. 478,

* Pernyataan Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick di Brussels, Belgia, pada saat
berbicara pada telekonferensi trans-Atlantik dengan think-thank dari Jerman,
Marshall Fund. Lihat “Krisis Pukul Banyak Negara, Zoellick: 400.000 Bayi Alan
Meninggal pada Tahun 2009,” Kompas, 22 Maret 2009, hlm. 15.

* *Prolog: Perempuan dalam Dimensi Kemiskinan,” dalam Jurnal Perempuan No. 42
Mengurai Kemiskinan Dimana Perempuan? Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Jul
2005, hlm. 4.

$ “Lihat Kasus Kekerasan terhadap PRT yang Ditangani oleh LBH-APIK Jakarta

reriode Januari-Desember 2001, Pubdokin, LBH-AFIK Jakarta (tanpa tahun),

254




Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis

Yogyakarta, juga menunjukkan bahwa kekerasan yang SR

menimpa PRT dari tahun ke tahun semakin-meningkat, baik
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. ¢ Data lain
dari RTND. menunjukkan setiap tahun rata-rata terjach 55-60
kasus kekerasan terhadap PRT.” Demikian pula dengan-data
yang dihimpun oleh-Komnas Perempuan dan sejumlah LSM -
daribeberapa provinsi di Indonesia yang. ‘menunjukkan -
: banyaknya persoalan yang dihadapl oleh /PRT; baik-yang -
:berkaltan dengan _]am kerja; beban kerja upah kekerasan_'

maupun: berbagai persoalan 1a1nnya Data Komnas Perempuan_"_”_'. -

tahun 2007 menunjukkan bahwa dari-15.515 kasus kekerasan
terhadap perempuan, 73 kasus (0,4%) di antaranya merupakan
kasus -kekerasan terhadap PRT.® . . 4

Selain banyaknya persoalan yang. d1hadap1 oleh PRT yang
sebagian besar adalah perempuan, baik kasus kekerasan
maupun pelanggaran hak PRT, isu tentang PRT juga dapat
dikatakan sebagai sebuah isu perempuan, mengingat dalam
isu ini terkandung berbagai persoalan yang pada umumnya
lebih banyak dihadapi oleh perempuan daripada laki-laki. Dari
sisi-ekonomi, sebagian besar perempuan terpaksa menjadi PRT
karena alasan ekonomi, yaitu kemiskinan. Dari sisi
pendidikan, perempuan yang menjadi PRT adalah mereka yang
memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bahkan terkadang
buta huruf. Dari sisi sosial, banyak perempuan yang memilih
menjadi PRT karena adanya anggapan bahwa PRT adalah
pekerjaan yang rendah, tidak membutuhkan keahlian, dan
paling mudah dilakukan. Sedangkan sebagai sebuah isu politik,
sampai saat ini belum ada pengakuan terhadap PRT sebagai
suatu profesi yang sejajar dengan profest lainnya.

& Jurnal Perempuan Nomor 39, Pekerja Rumah Tangga, Jakarta: Yayasan Jurnal
Perempuan, Januari 2005,

* 'Sali Susiana, Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga Perempuan dalam
Perspektif Feminis {Studi tentang Rancangan Peraturan Daeral: Kota Yogyakarta
tentang Pekerja Rumah Tangga), Jurnal KAJAN Vol.13 Ne.1l, Maret 2008, Penerbit
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi {P3DI) Sekretariat Jenderal DFR
RL, hlm.117.

$  Di Rumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah, Catatan Tahunan
tenitung Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan: Jakarta, 7 Maret 2007,

him. 10.
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: { Posisi Pekerja E?;umah ’E‘a*’agga daiam ﬁukum
i+ Ketenagakerjaan ' s
Walaupun data menunjukkan banyaknya persoalan yang

- dzhaciapl oleh PRT, namun sampai saat ini perlindungan hukum

.terhadap mereka masih ‘sangat lemah. Secara vuridis formal,
“belum -ada peraturan perundang-undangan khusus yang
~mengatur:mengenai PRT: Kondisi kerja PRT sepenuhnya
‘tergantung kepada majikan. Apablla ma:;lkan memperlalmkannya'
dengan baik, maka PRT memiliki dan menerima kondisi kezja_
~ yang wajar. Demikian pula.sebaliknys.  Di samping itu, apabila
PRT'menemui masalah atau kasus yang membutuhkan proses
pengadilan, PRT juga akan mengalami kesulitan karena tidak
 adanya acuan dalam memutus perkara. Tidak mengherankan
apabila banyak kasus PRT yang terhenti di tengah jalan dan
ndak ada penyelesaian secara hukum.?

- Banyaknya kasus yang menimpa PRT, termasuk di
da.lamnya PRT perempuan, salah satunya bersumber dari
- lemahnya perlindungan terhadap mereka. Secara hukum
mereka tidak termasuk dalam kategori pekerja sektor formal,
sehingga tidak terlindungi oleh undang-undang yang mengatur
tentang ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Uy
Ketenagakerjaan). Dalam UU ini tidak ada satu pasal pun
yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai PRT,
termasuk definisi PRT sebagai bagian dari pekerja sektor
formal.

Dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh didefinisikan
sccara sangat umum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor
13 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/
buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Berdasarkan definisi
tersebut, sesungguhnya PRT dapat dikategorikan sebagai
.'zﬁekerja/ buruh, karena PRT merupakan orang yang bekerja
‘dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

° Muryanti: “Upaya Perlindungan PRT,” dalam Jurnal Perempuan No, 39- Pelkeris

Rumah Tangga, Januari 2005, him. 14.
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‘Walaupun demikian, pasal-pasal selanjutnya dalam UU
Ketgnagakefjéan.'hanya mengatur men’gei}ai :masalah
ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pe'kerja'-di sektor
formal yang beker_;a dalam suatu-hubungan kerja berdasarkam -
-.adanya per_;an_;mn kerja: Tzdak ada satu pasal pun yang secara
eksp1131t menyinggung:atau. berkaitan dengan PRT,. sehmgga " ‘
~sulit untuk menyimpulkan apakah PRT- tercakup dalam ruang
a '-:.lmgkup uu Ketenagake:jaan ‘atau: tidak: Sebagian besar. PRT_' :
o bekerja. tanpa adanya perjanjian . kerja sehmgga tidak dapat

dikategorikan sebagai pekerja 'sektor formal.-Dengan -
demikian, apakah PRT::lalu dapat dlkategorlkan ke dalam

pekerja sektor informal?. :

-~ Menurut Todaro dan Smith {2003) sektor mformai adaiah
sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak -diatur
(unregulated), dan sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar
(unregistered). Dari tiga karakteristik tersebut, tampak bahwa
PRT dapat dikategorikan menjadi pekerja sektor informal,
karena selama ini profesi PRT memang tidak terorganisasi
(unorganized), tidak diatur {unregulated), dan tidak terdaftar
(unregistered).’®* Namun istilah pekerja sektor informal di
Indonesia selama ini lebih sering digunakan untuk menyebut
pekerja di luar sektor formal seperti para pekerja home industry,
pedagang kaki lima, dan pedagang asongan.

Kembali kepada definisi PRT, sampai saat ini belum ada
rumusan khusus yang bersifat formal tentang pengertién PRT
(domestic workers) dalam sistem hukum dan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Kata “pekerja” (worker) dari
PRT merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh
lembaga swadaya masyarakat dan organiéasi perburuhan
internasional (International Labour Organization/ILO) untuk
menggantikan kata “pembantu” (servant).’? Melalui perubahan

0 Laporan Akhir: Strategi Sektor Informal dalam Pertumbuhan Ekonomi Provinst Duerah
Istimewa Yogyakarta. Kerja sama Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA} Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas
Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2004, him. 1.

H NMaeleah Alademil Rancangan. lndans-Undans tentsne Perlindunegan. Pekeria

Rumah Tangga DPR RI Tahun 2010, hlm, 22.




£ '“Maﬁmmm Volin:Noia :'_*ﬁ;{“ susioete:

""'1stzlah ini: d1harapkan pek.ergaan domesmk dap&t dizkui sebagau' o
sebuah pekerjaan. yang bersnat formzﬂ yang dﬂmdungl 016 h

L : _hukum ketenaaakerjaan PEAEO N e e e e

: "-*'-'P@berapa rancangan: pemtu;an daerah (Ranpurda) d1
berapa wilayah seperti DKI-Jakatta dan Daerah- Istlmewa
_gyakarta {DIY):telah menggunakan istilah PRT. dalam draff-

mereka:Dalam: dmﬂ Ranperda versi Pemermtan Kota

' '-'.Yogyakarta PRT d1defmzs1kan Sebageu orang yang t1dak'~_

- .:termasuk amggota keluarga yang. bekerga pada seseorang atau:-..
-beberapa orang-dalam rumah ‘tangga untuk: melakukan

- pekerjaan kerumahtanggaam dengan-memperoleh. upah;
‘Adapun Ranperda versi Jaringan Perlin'dungan- Pekerja Rumah
Tangga (JPPRT) mendefinisikan PRT sebagai orang yang

.béker’ja pada seseorang atau beberapa orang:dalam rumah
ta;ngga untuk melakukan pekerjaan: kerumahtanggaan dengan
memperoleh upah! '’ SN - o

_ ‘Berdasarkan kedua definisi di atas, setidaknya terdapat

4 ei__emen pokok yang terdapat dalam pengertian PRT, yaitu:

(a)+ orang yang bekerja, dalam hal ini PRT:

(b} 1 orang yang mempekerjakan, yaitu majikan;

{c)melakukan pekerjaan kerumahtanggaa.n dan

{(d}) : mendapatkan upah.: '

o

j=N

Apabila PRT dapat dikategorikan sebagad pekerja ataun buruh,
maka sebenarnya dalam Kkerangka hukurn ketenagakerjaan PRT
berhak memperoleh hak-haknya sesuai dengan hukum
ketenaw%erjam Dalam tataran nasional, terdapat beberapa
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak
pekerja atau buruh, antara lain:

1. 'Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang
B Pengupahan yang Sama untuk Pekerjaan yang Sama

Nilainya (Undang-Undang Ratifikasi EKonvensi ILO Nomeor

100 Tahun 1951);

4, Hndang-Undang Nomor. 1. Tahin 1051 tentang Rerlakunys

Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948:
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5. :_'_Undang«Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamman e

.. Sosial Tenaga Kerja; dan ..
6.. . __Undang Undang . Nomor 1 Tahun 1970 tentang
. Keselamatan KerJa -

: ‘Meskipun PRT belum diatur secara khusus: da_lam undang-
undang,-di beberapa daerah isu pengaturan tentang PRT mulai

diwacanakan dan dumplementa31kan ‘Pemerintah Provinsi .

' (Pemprov) DKI:Jakarta telah memiliki dua peraturan daerah

-:(Perda) yang berkeutan dengan PRT, yaitu (1) Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 1993 tenitang Pramuwisma, yang mengaturl.'- '
mengenai pengaturan masalah pajak dan retribusi bagi agen
penyalur pramuwisma; dan (2) Peraturan Daerah Nomor: 6
Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur
mengenai keharusan penyalur 'tenaga kerja untuk
mendapatkan ‘ijin dari Guberhur dan Menteri Tenaga Kerja
jika jangkauan operasmya bersifat lintas provinsi. Namun
demikian kedua perda tersebut belum mengatur mengenai
hubungan antara PRT dengan majikan, termasuk perlndungan
hak PRT.

Provinsi lain yang aktif melakukan advokasi dan
perlindungan terhadap hak-hak PRT adalah DIY. Pada tahun .
1999, RTND mengajukan draft Ranperda PRT kepada DPRD
Kab. Sleman, salah satu wilayah di DIY. Namun ketika sudah
sampai pada tahap akhir pembahasan untuk menjadi Perda
(pengesahan Perda PRT), terjadi penolakan karena ketentuan
itu hanya berlaku bagi PRT yang menandatangani kontrak
kerja, sedangkan PRT yang tidak menandatangani kontrak
kerja tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini
dianggap sangat merugikan PRT, karena jumlah PRT yang
menandatangani kontrak kerja jumlahnya kurang dari 5%.""

Pada tanggal 5 Maret 2003, Gubernur DIY juga
mengeluarkan Surat Edaran (SE} Nomor 568/0807 Perihal
Hubungan Kerja antara Pramu Rumah Tangga (PRT) dengan
Pengguna Jasa. Surat Edaran ini dituyjukan untuk Bupati/

2 3ali Susiang, op.at., him. 120,
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) Walzkota se va I}IY vang ben31 desakan kepaaa Pememn Lah
- Kab./Kota untuk mengeluarkan pera:.uran yang imengatur

: _'hubungan kerja antara PRT dan Pengguna Jasa dengan'

o _____Penyeienggaraan Ketenagaker_]aan Salah satu pasal

‘3.='feﬂalam penaaturan hubungan kerja, tersebut LA P ANPRTI
S s Upayas untuk mewujudkan, Perda: PRT juga dilakukan_
- melalui DPRD Kota Yogyakarta. Pada Juni: 2009 DPRD Kota
"___'Ycagyakarta ‘telah . mengesabhkan Rancangan : Perda'_"

i
= dalamnya mengatur mengenai perimdungan hukum terhadap”’"
PRT. Namun pada Januari 2010 pasal tersebut dicabut oleh
Gubemur DIY, dengan .alasan perda ketenagakerjaan tersebut
tidak mencakup tenaga kerja informal. Namun demikian
Gubernur DIV berjanji untuk.membuat.aturan baru . tentang
pekerja. sektor informal, termasuk perlindungan terhadap
PRT.}* Sementara di kota Semarang dan Sragen, Jawa Tengah,
upaya untuk memperjuangkan perlindungan hukum bagi PRT
sudah mulai dirintis, meskipun masih menemui berbagai
hambatan.

- Perlindungan PRT dalam Perspektif Feminis

- Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM)
umversal ‘Dellarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga
telah mengatur perhndungan terhadap kemerdekaan
seseorang, termasuk terhadap segala jenis praktek
perbudakan. Khusus mengenai perlindungan terhadap pekerja
atau buruh, dalam konteks hukum Internasional, Indonesia
telah meratifikasi Konvensi-konvensi inti ILO mengenai hak—
hak mendasar dalam pekerjaan, yaitu:
1.. Xonvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan RBerserikat
' dan Perlindungan Hak Berorganisasi (disetujui dengan
""" Keppres Nomor 83 Tahun 1998);

'* Surat Edaran (8] Gubernur Daeral Istimewa Yogyakarta Nomor 568/0807 Perihal
Hubungan Kera aprara, Bramn. Bumah. Tengea JPRE). dengan  Pengeuna.Jasa

“* Menghapus Stigma PRT, Media Indonesia 7 April 2010, him. 24,
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2. " Konvensi ILO Nomor 98 im'engena_i Dasar-dasar Halk untuk“""' T

.. -.Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (diratifikasi -
o.dengan Undang~Undang Nomor 18 Tahun 1956};
3. . Konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kexja Paksa atau. Wajlb
o Kerja S
4.  KonvensiILONomor 105 tenta:ng Penghapusan Keqa Paksa :
SRR {d1rat1f1kasx dengan Undang Undang ‘Nomor - 19 Tahun
. 1999); - IR : R S
-:}__Konvenm ILO Nomor 100 mengenzu Pengupahan yang o

"'":'--'.:-Sama bag1 Buruh Lak1 1ak1 dan Perempuan untuk.

... Pekerjaan yang Sama Nilainya (diratifikasi dengan -
. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957);
6. .. Konvensi ILG Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam
Pekerjaan dan Jabatan (diratifikasi dengan Undang-
... Undang Nomor 21 Tahun 1999j;
7... Konvensi ILO Nomor. 138 mengenai Usia Mzmmum untuk
. Diperbolehkan Bekerja (diratifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1999);
8.. Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan -
- Tindakan Segera untuk Menghapuskan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak (diratifikasi dengan
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2000}

- Perlindungan hak PRT perempuan secara tegas juga diatur
dalam hukum internasional mendasar mengenai perlindungan
perempuan dari segala bentuk diskriminasi, yaitu Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 atau lebih dikenal dengan -
Konvensi Perempuan. Kewajiban untuk menghilangkan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang
ekonomi dan ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 11
Konvensi CEDAW, yang menyatakan bahwa:®

% Achie Sudiarti Luhulima, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminast
Terhadap Wanita, dalam Tapi Omas thromi dkk (ed), Penghapusan Diskriminesi

Ternadap Wanita. Bandung: Alumni, 2000, nlm. 46-47.
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1) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-
U perdturan yang . tepat untuk menghapus diskriminasi
terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna menjamin

- hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria
dan wanita, khususnya:

“iiraL U hak untuk bekexga sebagai hak asasi manus1a

“'b. “hak untuk menerima upah varg sama;
. ¢. hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan
¢ kerja, termasuk usaha perhndungan terhadap fungs1

I Umelanjutkan ‘keturunan. '

2) - Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar
perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak
efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta

- wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:

a. untuk melarang, dengan dikenakan sanksi
pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan
diskriminasi dalam pemberhentzan atas dasar status
perkawinan;

~b. untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan
- bayaran atau dengan tunjangan sosial yang
sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula.

Meskipun secara normatif PRT sebagai pekerja telah
dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan
maupun konvensi internasional, namun dalam kenyataan PRT

merupakan profesi yang sangat rentan, terutama PRT
'perempuan. Menurut Komnas Perempuan, selama ini PRT
perempuan masith mengalami diskriminasi, karena PRT
perempuan memiliki kerentanan, yvang secara umum
disebabkan oleh berbagai faktor berikut:1®

Pertama, keberadaan pekerjaan PRT sangat tergantung
pada permintaan pasar. Apabila pasar membutuhkan, mereka
{nemperoleh pekerjaan. Tetapi mungkin pula PRT secara
mendadalk kehilangan penghasilan tanpa peérsiapan apapui.

8 Petn Kekerasan: Penonioman., Perempuon. ndonasio. Kemnas. Beves Ve Joleartia:

Ameepro, 2002, hlm, 120-121.
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Dalam situasi demikian, tidak jarang PRT perempuan bersedia
melakukan pekerjaan dengan upah yang rendah.
© Kedua, sangat jarang ada kontrak kerja tertulis yang adil
dan ‘menjadi kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat;
Ketiadaan kontrak kerja menyebabkan majikan memegang
posisi- tawar Jauh debih kuat dan PRT tidak memperoleh .
perlmdungan P031s1 kuat mapka_n dldasarl oleh beberapa hal :
{a ) Jumlah perempuan yancr memerlukan pekerjaan leblh_-__'i.
2 besar ‘daripada ketersedlaan ‘tempat; - N
(b} "majikan memang memanfaatkan ketidaktahuan dan
+ keluguan pekerjanya; dan R
‘(¢) masyarakat umum cenderung lebih mempercayai cerita
versi majikan daripada perempuan pekerja karena
'-ma31kan dilihat memiliki otoritas lebih kuat,

Ketiga, meskipun sering dikatakan bahwa salah satu
keuntungan PRT adalah fleksibilitas dalam mengatur jam
ker_;a dalam kenyataan PRT sermg harus bekerja lebih keras
dan lebih lama setiap harmya

Dan keempat pada akhu‘nya bila d1h1tung, upah PRT yvang
dxperoleh sangat rendah bila dzbandmgkan dengan jam kerja
yang dilalui.

Selain itu, juga terdapat beberapa faktor yang
mengahbatkan masih lemahnya perlindungan hukum dan
sostal bagi PRT sebagai pekerja, baik aspek yuridis maupun
aspek sosial."” Dari aspel{ yuridis, terdapat dua faktor, yaitu:

(1} adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan

(2) tempat kerja PRT berpotensi menimbulkan

kekerasan.
Adapun aspek sosial meliputi:

(1} relasi kekuasaan yang tidak seimbang;

{2} status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai;

(3} kultur masyarakat; dan

7 Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pramuuwisma
LBHCAPIK Jakarta.. hitn: Awww ibh.apik.onid/ori-posper him, diakses 24 Jannari

2008).
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-Faktor-faktor yang. berkaﬁan dengan aspek yur1 dlS_.
o sebagalmana d;sebutkam di‘atas’ ;bersumber dari- keuadaan-}_
L eraturan. perundang—undangan terutama setingkat: undang'

L n_da,ng, yang mengatur mengenai PRT. Undang—Undang Nomor.

A3 Tahuﬂ 2003 tentang Kmenagakergaan tidal - memasukkan_'
S ;PRT sebagal pekerja dalam hal ini bag1an dari buruh Demﬂman_,'
 pula dengan UU Nomor 22 Tahun - 1957 tentang Penyelesaiani_

: E:Persehszhan Perhuruhan Kedua UU tersebut tidak secara_'j'
-eksplisit menyebutkan 1istilah PRT. sebagai- pekerja sehmgga-
dalam implementasinya, PRT dzanggap ‘bukan sebagai pekerja
-yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan.'
Akibatnya sering terjadi:pelanggaran hukum perburuhan,
seperti: penyalahgunaan perjanjian kerja (misalnya: secara
lisan dlpekerjakan sebagai PRT namun ternyata dijadikan
peker_}a seks), tidak ada mekamsme dan sastem kerja yang
Jelas (seperm upah dan jam kerja), upah yanor tidak d1bayar
upah yang rendah, jam kerja yang panjang (dapat dlkataka_n
sebagai kerja paksa dan merupakan bentuk eksplo;tasﬂ serta
adanya konchsa ker}a yang membahayakan tanpa perlmdungan
tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan di
tempat kerja, dan jaminan hari tua.

_ Ketiadaan peraturan perundang undangan yang mengatur
mengenau PRT juga membawa implikasi lain, yaitu tempat
kerja PRT yang berpoten31 memmbulkan kekerasan, Lingkup
kerja PRT yakni di rumah tangga yang selama ini dianggap
sebagai ranah privat, membuat PRT tidak terlindungi jika
mereka mendapatkan penganiayaan dari majikan. Sampai saat
ini masyarakat luas dan aparat hukum masih memandang
kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa orang-orang
yang berada di dalamnya, tak terkecuali PRT sebagai
permasalahan nonpublik atau permasalahan domestik (rumah
tangga) yang tidak perlu diintervensi oleh orang luar. Relasi
kerja yang dibangun atas hubungan keknasaan yang timpang,
péﬂ_ghargaan vang rendah terhadap status PRT dan lingltup
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| ker_ja yang spemﬁk membuat PRT rentan dengan beragam
bentuk kekerasan.. . . - : X .
L iz-Sedangkan faktor faktor yang berkaﬂ:an dengan aspek

3 sosaaﬂ bersumber daﬂ ketidakadilan: dan diskriminasi gender
'yang dlala_rm oleh perempua.n, dalam - hal -ini PRT perempuan.
Ket:dakadzlan dan dzskr1mmas1 gender ‘merupakan kondisi -
'_tldak ad11 ya:ng dlsebabkan oieh sistem dan struktur Sos1a1_ _'

. yang terwmud dalam pembedaan peran dan kedudukan antara o
'--_-1ak1—1ak1 dan perempuan baik:secara. Ia.ngsung bempa s1kap'-_ S
dan perlakuan maupun secara tldak langsung sebagai'dampak

darl suatu peraturan atau kebuakan 18 . Bentuk-bentuk
manifestasi ketzdakadﬂan dan diskriminasi gender ini-dapat
berupa marg1nahsa31 subordinasi, pandangan stereotype,

kekerasan maupun beban kerga 19.Dua konsep, yaitu.

subordinasi dan pandangan stereotype, sangat tepat digunakan

uritu_k-mer;jelaskan lemahnya perlindungan hak PRT

perempuan . selama .ini bila ditinjau dari aspek sosial
sebagaimana telah disinggung di atas. :

. Konsep subordinasi dapat menjelaskan relasi kerja antara
majikan dengan PRT yang didasarkan pada relasi kekuasaan
yang tidak seimbang. Majikan berada pada posisi superordinat
sementara PRT perempuan sebagai subordinat. Posisi yang
tidak seimbang atau asimetris tersebut dikuatkan oleh adanya
ketergantungan PRT terhadap majikannya (baca: pengguna
jasa) secara ekonomis. Terlebih lagi mereka juga
membutuhkan pekerjaan sehingga mereka bersedia diupah
rendah. Akibatnya, posisi tawar “pemilik modal” dalam hal
ini majikan, demikian mutlak berada di atas posisi PRT.
Sempitnya ruang bagi. PRT untuk ‘menyuarakan’ kepentingan
mereka menyebabkan mereka tidak memiliki keberanian
untuk melawan, terutama ketika mereka menghadapi perilaku
kekerasan baik yang berasal dari majikan maupun penyalur
yang mengambil keuntungan dari situasi ini.

'® Panduan dan Bungo Rampai Bahan Pembelgjaran Pengarusutamaan Gender, Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan
Parempuian,.den LNERA,Jalartes. 2005, hlm...34-35

9 Ibid., him. 35-38.
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e _--..Pandancan stereotype yang menganggap bahwa pekerj aan'_
rumah Langga adalah pekerjaan yang t1dal<: memerlu}{aq
'--'-“keahhan serta leak profesmnal menyebabkam pekerjaan_-

_ ekor 0m1 yang Iiyata karena keberadaan PRT secar'a:
: ’udak Ian.gsung telah berperem daiam memperlancar aktiwtas”
'-kehldupan keiuarga, terutama bag1 ‘pasangan yang keduanya
-bekerja di sektor pubhk Dalam hal ini, tugas tugas domestlk
. dxganﬁkan oleh peker;a rumah tangga - 3

Dalarn perspektlf fen’nms pekerjaan rumah ta_ngga yang
sering dudex?hkkan dengan kerja alamiah. perempuan
‘sesungguhnya merupakan wujud dari pembagian kerja
berdasarkan gender.?® Pembagian kerja berdasarkan - gender
adalah pemberian peran, tanggung Jawab ‘dan’ kegiatan yang
berbeda kepada’ perempuan dan laki-laki berdasarkan . Ciri-cisi
sosial’ yang diberikan atas keduanya,?! Misalnya, di bldang
pértanian laki-laki bertugas mencangkul dan membajak
karena kedua pekexjaan tersebut membutuhkan kekuatan otot,
seda.ngkan menanam dan menyiangi rumput merupakan ti gas
perempuan karena kedua pekerjaan itu iebﬂ’l membutuhkan
ketelitian dan kesabaran. - - : '

Dalam konteks kehidupan ‘sehari-hari, pembagian kerja
berdasarkan gender ini tamp11 dalam pembagian . ranah
{wilayah) pubhk privat antara’ perempuan dan laki-laki. Istilah
ini-secara umum berarti pemisahan antara pekerjaan dan
rumah.?? Dalam ideologi gender tradisional, lingkup rumah
adalah wilayah perempuan, sedangkan publik adalah wilayah
laki-laki. Pembagian ini telah memarginalisasikan perempuan,

0-Palam beberapa teor lain sering disebut sebagai pembagian kerja seksual.
2+-Wardah Hafidz, Daftar Istilah Jender, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita,

1005l S
¥ Jbid., hlm. 17-18.
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karena tldak mengakm peker;aan dan keglatan di rumah
sebagau pekerjaan yang sama pentmgnya dengan kegmtan
produktlf lainnya. Oleh karena -itu pekerjaan rumah tangga
yang dilakukan oleh PRT juga dzanggap sebagai pekerjaan ya_ng'
kurang produktlf bila dibandingkan dengan pekerjaan yang
dilakukan' di luar wilayah rumah tangga.®®
~.Permasalahan .sosial yang: dihadapi oleh PRT ini tidak .
terlepas dari: pola berpikir masyarakat patriarki yang masih
bias gender. Patriarki adalah suatu sistem yang memberikan
" kekuasaan di tangan laki-laki-dan kecenderungan terjadinya.
pemndasan_terhadap perempuan yang dikuatkan melaluii
lembaga-lembaga  sosial, politik, dan ekonomi.* Patriarki
diwnjudkan melalui akses yang lebih besar dan kontrol laki-
laki atas sumber daya dan struktur kekuasaan di dalam dan
di luar rumah. Sedangkan bias gender berarti pandangan dan
atau perilaku yang mengistimewakan satu jenis kelamin atas
jenis kelamin lainnya.” Praktik yang umum berlaku dalam
hal ini adalah adanya pandangan atau sikap bahwa laki-laki
lebih unfggul_ dan mampu daripada perempuan.

E ?enutup

Mengingat sampal ‘saat ini belum ada peraturan
perundang undangan yang secara eksphsﬂ mengatur
mengenai perlindungan hukum bagi PRT dan menjamin halk-
hak PRT, termasuk dalam bentuk undang-undang, maka upaya
DPR untuk memasukka_n kembah RUU PPRT sebagai salah
satu prioritas Prolegnas pada tahun 2010 merupakan langkah
yang tepat. Langkah awal ini hendaknya segera diikuti dengan
pembahasan RUU sehmgga sebelum akhir tahun 20 10 RUU
PPRT telah dapat dlsahkan menjadi UU sesuai dengan target
prioritas Prolegnas.

23 Hal ini tidak hanya berlaku bagi PRT perempuan. Keterlibatan perempuan dalam
sektor ckonomi juga seringkali dianggap “tidak bekerja,” karena sebagian besar
pelkerjaan yang dilakukan oleh perempuan merupaken perpanjangan dari kerja
domestik yang disnggap sebagai “lerja non-produktf.” Lihat M. Firdaus, “Akar Masalah
Perempuan Pengusaha Mikro” dalam Jumnal Reformasi Ekonomt Vol. § No.l, Januari-
Desember 2007 hlm. 29.

* Jbid,, hlm. 14.

5 Ibid., hlm. 6.
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e ':'_yang lebih simetris karena PRT: dan ‘majikan terikat dalam":'*:

Dan perspﬂktj femmis kebe;adaan suatu -UU. mengenai-
_.perimdungan PRT merupakan sebuah tercbosam baru yang'
an melmdung1 hak PR’I‘ perempuan Keberadaan UU P?RT-
arapkan juga: dapat mengubah parad1gma selama ini. bahwa}'
_ kerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan yang-'
' "tz.dak produktzf dr;m tldak mem111k1 n11a1 ekonomis menjadi.
_ "sebuah profesi yang pamt d1harga1 da.n setara denga_n profes;; -
R lamnya Selam 1tu p03131 FRT. perempuan yang selamaiini
: menjadl Subordmat bagx meg1kan akan bergeser: men_;ad1 posisi .

suatu hubungem ker;a yang dgamm secara hukum sl

. Agar dapat memberikan’ perlmdungan hukum yang'
makszma‘u bagi PRT; termasuk PRT perempuan; ‘maka RUU PPRT
perlu mengakomodas1kan kebutuhan dan’ kepentmgan__
perempuan Ketentuan yang perlu mendapat perhatlan
terutama menyangkut masalah usia PRT, libur bag1 PRT, jam
kmja ‘dan sanksi. RUU PPRT juga peﬂu memperhatlkan hal
yang terkait dengan perhndungan terhadap hak reproduks:t
perempuan. Oleh karena itu, dalam RUU PPRT juga perlu
diatur mengenai hak libur atau istirahat bagi PRT perempiian
yang sedang mendapat hald hamll bersaim dan atau’
mengala_m1 keguguran [

Mengmgat proses pembahasan RUU PPRT saat ini masm
menemux kendala di DPR, maka, peran orgamsa31 masyarakat
S1p11 temtama Jala PRT dan LSM 1a1nnya yang concemn. terhadap
perlmdungan dan advoka31 PRT ‘sangat dibutuhkan untuk
mengach push factor sekahgus pressure. group, sehmgga RUU
PPRT dapat segera dibahas kembali oleh DPR. Hal ini dapat
dxiakukan antara lain melalul mekanisme RDPU dengan
Komisi IX DPR, sesuai dengan Peraturan DPR Rl Nomor 01/
DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib (Tatib DPR} Pasal
126 dan Pasal 143.
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